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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR HK.03.1.23.04.12.2207 TAHUN 2012 
TENTANG 

TATA CARA PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN INDUSTRI 
RUMAH TANGGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
KEPALA BADAN  PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri 
Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan 
Pengawas Obat dan Makanan tentang Tata Cara 
Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah 
Tangga; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3656); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 
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3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang 
Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang 
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4424); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Keputusan   Presiden  Nomor  103  Tahun  2001  
tentang   Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 
Susunan    Organisasi,  dan  Tata   Kerja Lembaga  
Pemerintah  Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 64 Tahun 2005; 

8. Keputusan  Presiden  Nomor  110 Tahun 2001 tentang 
Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga    
Pemerintah  Non Departemen sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terkahir dengan Peraturan 
Presiden  Nomor  52 Tahun 2005; 

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan  Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas 
Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004; 

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan  Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan 
Makanan sebagaimana  telah beberapa kali diubah 

www.djpp.depkumham.go.id

http://www.djpp.depkumham.go.id


2012, No.471 3

terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.3546 Tahun 
2009; 

11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan 
Makanan Nomor HK.00.06.152.6635 Tahun 2007 
tentang Larangan Pencantuman Informasi Bebas 
Bahan Tambahan Pangan pada Label dan Iklan 
Pangan; 

12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang 
Pengawasan Kemasan Pangan; 

13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan 
Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang 
Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri 
Rumah Tangga; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN 
MAKANAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN 
SARANA PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH 
TANGGA. 

Pertama :   Mengesahkan dan memberlakukan Tata Cara 
Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah 
Tangga (IRT) sebagaimana tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
ini. 

Kedua : Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri 
Rumah Tangga (IRT) sebagaimana dimaksud dalam 
diktum Pertama ini digunakan  dalam rangka pemberian 
Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-
IRT) dan pemeriksaan rutin IRT.   

Ketiga : Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala 
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 
HK.00.05.5.1641 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah 
Tangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Keempat  : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 

 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 5 April 2012 
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN   
REPUBLIK INDONESIA, 
      
LUCKY OEMAR SAID 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 30 April 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
AMIR SYAMSUDIN 
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